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PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR?
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ABSTRAK
Tujuandilakukannya  penelitian ini  untuk
mengetahui bagaimanakah terjadinya tindak
pidana terhadap sumber daya air dan
bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Sumber Daya Air yang dengan metode
penelitian hukum normatif disimpulkan: 1.
Tindak pidana sumber daya air diantaranya
seperti perbuatan dengan sengaja melakukan
kegiatan yang mengakibatkan kerusakan
sumber air dan prasarananya dan/atau
pencemaran air dan melakukan kegiatan yang
mengakibatkan terjadinya daya rusak air,
mengganggu upaya pengawetan air,
menggunakan sumber daya air yang
menimbulkan kerusakan pada sumber air,
lingkungan dan/atau prasarana sumber daya air
di sekitarnya dan melakukan pendayagunaan
sumber daya air di kawasan suaka alam dan
kawasan pelestarian alam serta melakukan
kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana
sumber daya air dan nonkonstruksi pada
sumber air tanpa memperoleh izin dari
pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan
bentuk tindak pidana lainnya sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2019 tentang Sumber Daya Air. 2.
Pemberlakuan  ketentuan pidana dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang
Sumber Daya Air, berupa pidana penjara dan
pidana denda. Dalam hal tindak pidana sumber
daya air terbukti secara sah menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku dilakukan
oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap
badan usaha, pemberi perintah untuk
melakukan tindak pidana, dan/ atau pimpinan
badan usaha yang bersangkutan. Pidana yang
dikenakan terhadap badan wusaha berupa:
pidana denda terhadap badan usaha sebesar
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dua kali pidana denda. Pidana penjara terhadap
pemberi perintah untuk melakukan tindak
pidana dan/ atau pimpinan badan usaha yang
lamanya sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air.

Kata kunci: air; sumber daya air;

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pengaturan mengenai Sumber Daya Air
dilakukan agar Pengelolaan Sumber Daya Air
diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan

umum, keterjangkauan, keadilan,
keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal,
wawasan lingkungan, kelestarian,

keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian,
serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun
pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk
memberikan  pelindungan dan menjamin
pemenuhan hak rakyat atas Air; menjamin
keberlanjutan ketersedian Air dan Sumber Air
agar memberikan manfaat secara adil
bagimasyarakat; menjamin pelestarian fungsi
Air dan Sumber Air untukmenunjang
keberlanjutan pembangunan; menjamin
terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya
partisipasi masyarakat dalam pengawasan
terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai
dari Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
pemanfaatan; menjamin pelindungan dan
pemberdayaan masyarakat, termasuk
Masyarakat Adat dalam upaya konservasi
Sumber Daya Air, dan pendayagunaan Sumber
Daya Air; serta mengendalikan Daya Rusak Air.°

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana
terhadap sumber daya air?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan
pidana Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2019 tentang Sumber Daya Air ?

C. Metode penelitian

Penelitian hukum vyang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder.

PEMBAHASAN
A. Tindak Pidana Sumber Daya Air

5 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
tentang Sumber Daya Air.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
tentang Sumber Daya Air, mengatur bentuk-
bentuk tindak pidana sumber daya air, sebagai
berikut:

1. Perbuatan dengan sengaja melakukan
kegiatan yang mengakibatkan kerusakan
Sumber Air dan prasarananya dan/atau
pencemaran Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf b dan huruf d; atau
melakukan kegiatan yang mengakibatkan
terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 (Pasal 68).

Pasal 25 huruf b dan huruf d. Pasal 25.Setiap

Orang dilarang melakukan kegiatan yang

mengakibatkan: huruf (b) kerusakan Sumber

Air dan/atau prasarananya; (d) pencemaran

Air. Pasal 36. Setiap Orang dilarang

melakukan kegiatan yang dapat

mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air.

2. Perbuatan dengan sengaja: mengganggu
upaya pengawetan Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dan
menggunakan Sumber Daya Air vyang
menimbulkan kerusakan pada Sumber Air,
lingkungan dan/atau Prasarana Sumber Daya
Air di sekitarnya sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal 32 serta  melakukan
Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan
suaka alam dan kawasan pelestarian alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(1) atau melakukan kegiatan yang
mengakibatkan kerusakan Prasarana Sumber
Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 (Pasal 69).

Pasal 25 huruf (c) terganggunya upaya

pengawetan Air.

Pasal 32.Setiap Orang yang menggunakan

Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 ayat (2) huruf (c) dilarang

melakukan pencemaran dan/atau perusakan
pada Sumber Air, lingkungan, dan Prasarana

Sumber Daya Air di sekitarnya. Pasal 29 ayat

(2) huruf (c) Pendayagunaan Sumber Daya

Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui kegiatan: huruf (c)

penggunaan Sumber Daya Air.

Pasal 33 ayat (1) Setiap Orang dilarang

melakukan Sumber Daya Air di kawasan

suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Pasal 42. Setiap Orang dilarang melakukan

kegiatan mengakibatkan kerusakan

Prasarana Sumber Daya Air.
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3. Perbuatan dengan sengaja melakukan
kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana
Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada
Sumber Air tanpa memperoleh izin dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(3) dan menyewakan atau
memindahtangankan, baik sebagian maupun
keseluruhan izin penggunaan Sumber Daya
Air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin
penggunaan Sumber Daya Air untuk
kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (4) atau melakukan
penggunaan Sumber Daya Air untuk
kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) (Pasal
70).

Pasal 40 ayat (3) Setiap Orang atau
kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri
dapat melaksanakan kegiatan  konstruksi
Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan
nonkonstruksi  untuk kepentingan sendiri
berdasarkan izin dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerahsesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 44 ayat (4) lzin penggunaan Sumber
Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan,
baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 49 ayat (2) Penggunaan Sumber Daya
Air untuk kebutuhan wusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.

Izin: vergunning ialah suatu penetapan yang
merupakan  disepensasi daripada  suatu
larangan oleh undang-undang.® lIzin adalah
suatu instrumen yang paling banyak digunakan
dalam hukum administrasi. Pemerintahan
menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk
mengemudikan tingkah laku warga. Izin ialah
suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan
undang-undang atau peraturan pemerintah
untuk dalam keadaan tertentu memberikan
pengecualian dari ketentuan-ketentuan dan
larangan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.’

6C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng
dan Godlieb N. Mamahit, Kamus Istilah Aneka Hukum,
Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara,
Jakarta, 2010. him. 54.

’Spelt, M.N dan J.B.J.M. Ten Berge. Pengantar Hukum
Perizinan, Disunting oleh Philipus M, Hadjon. Cet. |,
Yuridika, Surabaya. 1993, him. 3.
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Keputusan mengenai perizinan tergantung
pada aspek persyaratan. Mengenai hukum
perizinan pada umumnya, fungsi-fungsi ini
merupakan faktor yang dapat mendekatkan
hubungan pemerintah dan rakyat. Melalui izin
pemerintah memberikan dua hal: perlindungan
dan fasilitas-fasilitas.® Disebutkan bahwa izin
merupakan instrumen yuridis yang berbentuk
ketetapan yang digunakan oleh pemerintah
dalam menghadapi peristiwa konkret dan
individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa
yang terjadi pada waktu tertentu, orang
tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum
tertentu, karena peristiwa konkret ini deragam,
sejalan dengan keragaman perkembangan
masyarakat, izin pun memiliki berbagai
keragaman. lzin yang jenisnya beragam itu
dibuat dalam proses yang cara prosedurnya
tergantung dari kewenangan pemberi izin,
macam izin dan struktur organisasi instansi
menerbitkannya.’

Adapun pihak yang berwenang melakukan
pengawasan adalah pemberi izin yaitu, Menteri
mengawasi pelaksanaan izin pengusahaan
sumber daya air yang wilayahnya berada di
lintas negara, lintas provinsi dan kawasan
strategis nasional, Gubernur melakukan
pengawasan terhadap izin pengusahaan
sumber daya air pada wilayah sumber daya air
yang berada di lintas kabupaten/kota, dan
Bupati/Walikota melakukan pengawasan
terhadap izin pengusahaan sumber daya air
pada wilayah sumber daya air yang berada
dalam 1 (satu) kabupaten/kota.°

Pengawasan terhadap izin pengusahaan
sumber daya air merupakan tindakan
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
untuk menjamin ditaatinya ketentuan peraturan
perundang-perundangan dan ketentuan-
ketentuan lain yang tercantum dalam izin oleh
penerima izin, baik Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik
Desa, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan/atau
perorangan. Pengawasan dilakukan oleh
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai/Balai
Wilayah Sungai untuk izin pengusahaan sumber
daya air yang wilayahnya berada di lintas

8/pid. him. 1.

SRidwan HR, Hukum Adminstrasi Negara, Edisi .
Cet. 4. PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2008, him, 215-216.
10 Indiana Sandy Graceas. Op. Cit. him. 64.

negara, lintas provinsi dan/atau kawasan
strategis nasional. Selain itu, pengawasan juga
dilakukan oleh  Gubernur melalui Dinas
Pekerjaan Umum dan Pengairan atau nama
sejenisnya untuk izin pengusahaan sumber daya
air vyang wilayahnya terletak di lintas
kabupaten/kota. Sedangkan, pengawasan
terhadap izin pengusahaan sumber daya air
yang wilayahnya terletak di dalam 1 (satu)
kabupaten/kota dilaksanakan oleh
Bupati/Walikota melalui dinas pekerjaan umum
dan pengairan atau nama sejenisnya.'!

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019

tentang Sumber Daya Air. Pasal 71. Setiap Orang
yang karena kelalaiannya:

a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan
terganggunya kondisi tata Air Daerah
Aliran Sungai, kerusakan Sumber Air dan
prasarananya, dan/atau pencemaran Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf a, huruf b, dan huruf d; atau

b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan
terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 6
(enam) bulan dan paling lama 18
(delapan belas) bulan dan denda paling
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp3.000.
000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 72. Setiap Orang vyang karena

kelalaiannya:

a. mengganggu upaya pengawetan Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf c;

b. menggunakan Sumber Daya Air yang
menimbulkan kerusakan pada Sumber
Air, lingkungan dan/atau Prasarana
Sumber Daya Air di sekitarnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;

c¢. melakukan Pendayagunaan Sumber Daya
Air di kawasan suaka alam dan kawasan
pelestarian alam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1); atau

d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan
rusaknya Prasarana Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 4 (empat) bulan dan paling lama
1 (satu) tahun dan denda paling sedikit

11 Ipid. him. 65.
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Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dan paling banyakRp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah).

Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda
yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang
ada dalam ruang yang kita tempati. Antara
manusia dan lingkungan hidupnya terdapat
hubungan timbal-balik. Manusia
mempengaruhi  lingkungan hidupnya dan
sebaliknya manusia dipengarubhi oleh
lingkungan hidupnya.*?

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup adalah
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan
untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan
hukum.

Pada umumnya masyarakat yang menjadi
korban pencemaran atau kerusakan lingkungan
berasal dari kelompok masyarakat yang kurang
memiliki akses pada sumberdaya khususnya
hukum, ekonomi dan politik. Dalam kaitannya
hukum lingkungan semestinya dapat berperan
dalam memperkuat posisi tawar (bargaining
position) kelompok masyarakat yang menjadi
korban pencemaran atau kerusakan lingkungan
dengan cara memberikan jaminan akan hak-hak
hukum mereka.

Penyelesaian masalah yang timbul dalam
kasus lingkungan dapat dilakukan melalui
pengadilan maupun di luar pengadilan. Khusus
untuk penyelesaian sengketa melalui
pengadilan, maka tetap mengacu pada ketiga
pendekatan instrumen, yaitu hukum
administrasi, hukum perdata dan hukum
pidana. Ketiga pendekatan tersebut merupakan
instrumen utama dalam penegakan hukum
lingkungan.!*

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air
pada satu sisi dan terjadinya peningkatan

12 Tresna Sastrawijaya, Pencemaran Lingkungan, Cet. 2.
Rineka Cipta, Jakarta, 2009, him. 7.

13Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan
Strategi Penyelesaian Sengketa, PT. Cetakan Pertama,
Rineka Cipta, Jakarta, 2005, him. 111.

14Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah
Pengantar, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
him. 270.
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kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan
persaingan antarpengguna Sumber Daya Air
yang berdampak pada menguatnya nilai
ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi
menimbulkan konflik kepentingan antarsektor,
antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait
dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan
pengaturan yang dapat memberikan
pelindungan terhadap kepentingan masyarakat
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu,
penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat
dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan
prioritas utama di atas semua kebutuhan Air
lainnya.™

Atas dasar penguasaan negara terhadap
Sumber Daya Air,Pemerintah Pusat dan/ atau
Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang
untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya
Air, termasuk tugas untukmemenuhi kebutuhan
pokok minimal sehari-hari atas Air bagi
masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini
juga memberikan kewenangan Pengelolaan
Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau
yang disebut dengan nama lain, untuk
membantu pemerintah dalam Pengelolaan
Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan
partisipasimasyarakat desa dalam Pengelolaan
Sumber Daya Air di wilayahnya.

Sebagian, tugas dan wewenang Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam
mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu
Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada
Pengelola Sumber Daya Air yangdapat berupa
unit  pelaksana teknis  kementerian/unit
pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik
negara/ badan usaha milik daerah di bidang
Pengelolaan Sumber Daya Air.

Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan
masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis
dan mengalir ke tempat yang lebih rendah
tanpamengenal batas wilayah administratif.
Keberadaan Air mengikuti siklus hidrologi yang
erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada
suatu daerah sehingga menyebabkan
ketersediaan air tidak merata dalam setiap
waktudan setiap wilayah. Hal tersebut
menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air

15 pPenjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
tentang Sumber Daya Air.
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dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir

dengan basis Wilayah sungai.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan
kewenangan dan tanggungjawab Pengelolaan
Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat,
pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan
Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan
pengelolaan Sumber DayaAir, perlu disusun
sebuah acuan bersama bagi para pemangku
kepentingan dalam satu wilayah sungai yang
berupa Pola PengelolaanSumber Daya Air
dengan prinsip keterpaduan antara Air
Permukaan danAir Tanah. Pola Pengelolaan
Sumber Daya Air tersebut disusun secara
terkoordinasi antarinstansi yang terkait.®

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
tentang Sumber Daya Air. Pasal 73.Setiap Orang
yang karena kelalaiannya:

a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi
Prasarana  Sumber Daya Air dan
nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa izin
dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (3); atau

b. menggunakan Sumber Daya Air untuk
kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 74 ayat:

(1) Dalam hal tindak pidana Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
sampai dengan Pasal 73 dilakukan oleh
badan usaha, pidana dikenakan terhadap
badan wusaha, pemberi perintah untuk
melakukan tindak pidana, dan/ atau
pimpinan badan usaha yangbersangkutan.

Betapa luasnya dimensi pengelolaan
lingkungan hidup sehingga pendekatannya
harus secara multi dan interdispliner, serta
lintas  sektoral. Aspek  hukum yang
diklemukakan pada kesempatan ini adalah salah
satu sarana penunjang untuk menyukseskan
pembangunan tersebut disamping sarana

16 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
tentang Sumber Daya Air.

penunjang lainnya aspek pendanaan dan aspek
kelembagaan.’

Pada saat melakukan pembangunan dengan
pemperhatikan pelestarian fungsi lingkungan,
kita dihadapkan pada kasus-kasus perusakan
dan/atau pencemaran lingkungan. Hampir
setiap hari media massa memberikan berbagai
kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai
daerah. Kasus-kasus lainnya yang tidak sempat
diberitakan, tentu masih banyak lagi. Sedang isu
pokok penegekan hukum lingkungan sampai
dengan sekarang ini masi berkisar pada:*®
a. Masalah pencemaran oleh pihak industri.

b. Masalah pencemaran sungai.
C. Masalah perusakan hutan.

Negara hukum ialah negara vyang
susunannya diatur dengan sebaiknya-baiknya
dalam undang-undang, sehingga segala
kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya
didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh
melakukan tindakan yang bertentangan dengan
hukum. Negara hukum itu ialah negara yang
diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh
undang-undang (state not governed by men,
but by laws). Oleh karena itu di dalam negara
hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya
oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya
kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi
seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada
segala peraturan pemerintah dan undang-
undang negara.®

Materi pokok yang diatur dalam Undang-
Undang tentang Sumber Daya Air ini meliputi
penguasaan negara dan hak rakyat atas Air;
wewenang dan tanggung jawab Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah  dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan
Sumber Daya Air; perizinan penggunaan
Sumber Daya Air; sistem informasi Sumber Daya
Air; pemberdayaan dan pengawasan;
pendanaan; hak dan kewajiban; partisipasi
masyarakat; dan koordinasi. Selain itu, diatur
pula ketentuan mengenai penyidikan dan

Erwin Muhamad, Hukum Lingkungan Dalam Sistem
Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Cetakan
Kedua. PT. Refika Aditama, Jakarta, 2009, him. 114.

18 |pid, him. 114-115

19H. Murtir Jeddawi, Negara Hukum Good Governance dan
Korupsi di Daerah, Total Media, Yogyakarta, 2011, him. 1-
2.
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ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap

ketentuan dalam Undang-Undang ini.?°
Undang-Undang menyatakan secara tegas

bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara
dan  dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara
menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi
kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi
kehidupan yang sehat dan bersih dengan
jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman,
terjagakeberlangsungannya, dan terjangkau.

Selain itu, negara memprioritaskanhak rakyat

atas Air untuk

1. Kebutuhan pokok sehari-hari;

2. Pertanian rakyat;

3. Kebutuhan usaha guna memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem
Penyediaan Air Minum, kegiatan bukan
usaha untuk kepentingan publik; dan
kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan
izinnya.*!

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
Tentang Sumber Daya Air
Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

terus meningkat sejalan dengan meningkatnya
kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya
lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan
hukum. Lingkungan hidup dengan sumber-
sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang
dapat digunakan setiap orang yang harus dijaga
untuk kepentingan masyarakat dan untuk
generasi mendatang. Perlindungan lingkungan
hidup dan sumberdaya alamnya dengan
demikian mempunyai tujuan ganda, vyaitu
melayani kepentingan masyarakat secara
keseluruhan dan melayani kepentingan-
kepentingan individu.?

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut
sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan
tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur,
sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging);

2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian

undang-undang (wetterlijkeomshrijving);

20 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
tentang Sumber Daya Air.

21 pPenjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
tentang Sumber Daya Air.

22Alvi - Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan
Kepidananaan, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta,
2009, him. 62.
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3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak
(melawan hukum);

4. Kelakuan itu dapat diberatkan
(dipertanggungjawabkan) kepada pelaku-

5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.?®

Delik kejahatan dan delik pelanggaran
dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP
Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini,
akan tetapi pembentuk undang-undang tidak
menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud
dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran,
juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-
syarat yang membedakan antara delik
kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya
mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang
terdapat dalam Buku Il (Kedua) sebagai delik
kejahatan dan dan Buku lll (Ketiga) sebagai
delik pelanggaran.®*

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan
delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai
berikut:

a. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan
yang sudah dipandang seharusnya dipidana
karena bertentangan dengan keadilan,
meskipun perbuatan itu belum diatur dalam
undang-undang. Delik kejahatan ini sering
disebut mala per se atau delik hukum,
artinya perbuatan itu sudah dianggap
sebagai  kejahatan  meskipun  belum
dirumuskan dalam undang-undang karena
merupakan  perbuatan tercela dan
merugikan masyarakat atau bertentangan
dengan keadilan.

b. Delik pelanggaran adalah perbuatan-
perbuatan itu barulah diketahui sebagai
delik setelah dirumuskan dalam undang-
undang. Delik pelanggaran ini sering disebut
sebagai mala quia prohibia atau delik
undang-undang. Artinya perbuatan itu baru
dianggap sebagai delik setelah dirumuskan
dalam undang-undang.?

Perbuatan pidana semata menunjuk pada
perbuatan baik secara aktif maupun secara
pasif, sedangkan apakah pelaku ketika
melakukan perbuatan pidana patut dicela atau
memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah

23Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-l.
Mandar Maju, Bandung, 2012, him. 163-164.

24 |pid, him. 169.

25 |pid.

197



Lex Crimen Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021

perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada
pertanggungjawaban pidana.?®

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak
pidana (delict) ialah suatu perbuatan atau
rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan
hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat
dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau
memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur
itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang

bertentangan dengan hukum dan

mengindahkan akibat yang oleh hukum
dilarang dengan ancaman hukum, yang
dijadikan titik utama dari pengertian objektif

di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat

tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat

unsur ini mengutamakan adanya pelaku

(seorang atau beberapa orang).?’

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka
suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
harus memenuhi persyaratan supaya dapat
dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-
syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu
peristiwa pidana ialah sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar ada suatu

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau

beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai
suatu perbuatan tertentu yang dapat
dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu
yang merupakan peristiwa;

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang
dilukiskan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa

hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang

berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib
mempertangungjawabkan  akibat  yang
ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan
dengan syarat ini, hendaknya dapat
dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang
tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun
tidak  perlu  mempertangungjawabkan.

Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan

itu dapat disebabkan dilakukan oleh

seseorang atau beberapa orang dalam

26Ali  Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan
Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him. 97.

2Z7Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Ed. 2.
Rajawali Pers, Jakarta, 2009, him. 175.

melaksanakan tugas, membela diri dari
ancaman orang lain yang mengangganggu
keselamatannya dan dalam keadaan darurat;

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat

dipertanggungjawabkan.
Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan
oleh seseorang atau beberapa orang itu
dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan
yang disalahkan oleh ketentuan hukum;

4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya,
suatu perbuatan yang berlawanan dengan
hukum dimaksudkan kalau tidndakannya
nyata-nyata bertentangan dengan aturan
hukum; Harus tersedia ancaman
hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang
mengatur tentang larangan atau keharusan
dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan
itu memuat sanksi ancaman hukumannya.
Ancaman hukuman itu dinyatakan secara
tegas berupa maksimal hukumannya yang
harus dilaksanakan oleh para pelakunya.
Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat
ancaman  hukuman  terhadap  suatu
perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana,
pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman
tertentu.?®
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
tentang Sumber Daya Air. Pasal 68. Setiap Orang
yang dengan sengaja:

a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan
kerusakan Sumber Air dan prasarananya
dan/atau pencemaran Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf
d; atau

b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan

terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan
denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp
15.000.000. 000,00 (lima belas miliar
rupiah).
Pasal 69. Setiap Orang yang dengan sengaja:

a. mengganggu upaya pengawetan  Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf
G

b. menggunakan Sumber Daya Air vyang
menimbulkan kerusakan pada Sumber Air,

28]pid, him.175-176.
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lingkungan dan/atau Prasarana Sumber Daya

Air di sekitarnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32;

c. melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air
di kawasan suaka alam dan kawasan
pelestarian alam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1); atau

d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan
kerusakan Prasarana Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling
sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

Dalam penyelenggaraan pengelolaan
lingkungan hidup dalam rangka pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
hidup, harus didasarkan pada norma hukum
dengan memperhatikan tingkat kesadaran
masyarakat dan perkembangan lingkungan
global serta perangkat hukum internasional
yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam
kaitannya dengan pengelolaan lingkungan
hidup telah berkembang demikian rupa
sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan hidup.?*

Penggunaan Sumber Daya Air untuk

kebutuhan usaha ditujukan untuk
meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air
bagi kesejahteraanrakyat dengan

mengutamakan kepentingan umum dan tetap
memperhatikan fungsi sosial Sumber Daya Air
dan kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan
Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pada
tempat tertentu dapat diberikan kepada badan
usaha milik negara atau badanusaha milik
daerah, badan wusaha swasta, dan atau
perseoranganberdasarkan rencana pelaksanaan
kegiatan usaha yang telah disusun melalui
konsultasi publik dan izin penggunaan Sumber
Daya Air untuk kebutuhan wusaha dari
pemerintah.3°

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan
usaha tersebut dapat berupa penggunaan

29Sjswanto Sunarso, Op. Cit, him. 1.
30 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
tentang Sumber Daya Air.
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Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang
memerlukan Air baku sebagai bahan baku
produksi, sebagai salah satu media atau unsur
utama dari kegiatan suatu usaha, seperti
perusahaandaerah air minum, perusahaan
minuman dalam kemasan, pembangkit listrik
tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai
bahan pembantu proses produksi, seperti Air
untuk sistem pendingin mesin (water cooling
system) atau Air untuk pencucian hasil
eksplorasi bahan tambang.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan
usaha tidak termasukpenguasaan Sumber
Airnya, tetapi hanya terbatas pada penggunaan
Airsesuai dengan kuota Air yang ditetapkan dan
penggunaan sebagian Sumber Air untuk
keperluan bangunan sarana prasarana yang
diperlukan,misalnya penggunaan Sumber Daya
Air untuk kegiatan usaha pembangunan sarana
prasarana pada Sumber Air.

Untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber
Daya Air secara berkelanjutan, penerima
manfaat jasa Pengelolaan Sumber Daya Air,
pada prinsipnya, wajib menanggung biaya
pengelolaan sesuai dengan manfaatyang
diperoleh. Kewajiban itu tidak berlaku bagi
pengguna Air untuk kebutuhan pokok sehari-
hari, pertanian rakyat, dan kegiatan selain
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
dan pertanian rakyat yang bukan kegiatan
usaha.

Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan
kepentingan banyak pihak yang sering kali tidak
sejalan dan menimbulkan potensi konflik. Untuk
mengatasi hal tersebut, diperlukan koordinasi
untuk mengintegrasikan kepentingan
antarsektor dan antarwilayah serta
untukmerumuskan kegiatan Pengelolaan
Sumber Daya Air secara sinergis. Koordinasi
pada tingkat nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota diperlukan dalam penyusunan
kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada
tingkat Wilayah Sungai, koordinasi perlu
dilakukan terkait dengankegiatan operasional
yang menyangkut berbagai kepentingan.
Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai perlu
diwadahi dalam suatu lembaga permanen yang
berupa wadah koordinasi tingkat Wilayah
Sungai.!

31 penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
tentang Sumber Daya Air.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
tentang Sumber Daya Air. Pasal 70. Setiap
Orang yang dengan sengaja:

a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi
PrasaranaSumber Daya Air dan
nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa
memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (3);

b. menyewakan atau memindahtangankan,
baik sebagian maupun keseluruhan izin
penggunaan Sumber Daya Air untuk
kebutuhan  bukan usaha atau izin
penggunaan Sumber Daya Air untuk
kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (4); atau

c. melakukan penggunaan Sumber Daya Air
untuk  kebutuhan usaha tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

Pasal 71. Setiap Orang vyang karena
kelalaiannya:

a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan
terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran
Sungai, kerusakan Sumber Air dan
prasarananya, dan/atau pencemaran Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf
a, huruf b, dan huruf d; atau

b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan
terjadinya Daya Rusak Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan
dan paling lama 18 (delapan belas) bulan
dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
paling banyak Rp3.000. 000.000,00 (tiga
miliar rupiah).

Pasal 72. Setiap Orang vyang karena
kelalaiannya:

a. mengganggu upaya pengawetan  Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf
G

b. menggunakan Sumber Daya Air vyang
menimbulkan kerusakan pada Sumber Air,
lingkungan dan/atau Prasarana Sumber Daya
Air di sekitarnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32;

C.

melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air
di kawasan suaka alam dan kawasan
pelestarian alam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1); atau

. melakukan kegiatan yang mengakibatkan

rusaknya Prasarana Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 1
(satu) tahun dan denda paling sedikit
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dan paling banyakRp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).

Pasal 73.Setiap Orang vyang karena

kelalaiannya:

a.

(1)

(2)

melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi
Prasarana  Sumber Daya Air dan
nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa izin
dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (3); atau

. menggunakan Sumber Daya Air untuk

kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 74 ayat:

Dalam hal tindak pidana Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68

sampai dengan Pasal 73 dilakukan oleh

badan usaha, pidana dikenakan terhadap
badan usaha, pemberi perintah untuk
melakukan tindakpidana, dan/ atau
pimpinan badan usaha yang bersangkutan.

Pidana yang dikenakan terhadap badan

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

berupa:

a. pidana denda terhadap badan usaha
sebesar dua kali pidana denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
sampai dengan Pasal 73;

b. pidana penjara terhadap pemberi
perintah untuk melakukan tindak
pidana yang lamanya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68
sampaidengan Pasal 73; dan/ atau

c. pidana penjara terhadap pimpinan
badan usaha vyang lamanya sama
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seperti yang diatur dalam Pasal 68
sampai dengan Pasal 73.

Pengaturan terhadap perizinan dan alokasi
air diperlukan karena ketersediaan air secara
alamiah tidak sebanding dengan jumlah
penduduk  yang  semakin berkembang.
Sehubungan dengan hal tersebut, persaingan
antara kebutuhan air bagi pemenuhan
kebutuhan pokok sehari-hari dengankebutuhan
air untuk penggunaan lainnya, termasuk
kegiatan pengusahaan yang memerlukan
sumberdaya air, di masa yang akan datang akan
semakin meningkat. Untuk  menjamin
pemanfaatan dan pemakaian air yang adil dan
merata diperlukan pengaturan perizinan dan
alokasi air, baik untukpemenuhan kebutuhan
pokok sehari-hari dan pertanian rakyat serta
pengusahaan sumber daya air. Perizinan dalam
pengelolaan sumber daya air diselenggarakan
dengan maksud untuk memberikan
perlindungan terhadap hak rakyat atas air,
pemenuhan  kebutuhan para  pengguna
sumberdaya air dan perlindungan terhadap
sumber daya air.3?

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Tindak pidana sumber daya air
diantaranya seperti perbuatan dengan
sengaja melakukan kegiatan yang
mengakibatkan kerusakan sumber air dan
prasarananya dan/atau pencemaran air
dan melakukan kegiatan yang
mengakibatkan terjadinya daya rusak air,
mengganggu upaya pengawetan air,
menggunakan sumber daya air yang
menimbulkan kerusakan pada sumber air,
lingkungan dan/atau prasarana sumber
daya air di sekitarnya dan melakukan
pendayagunaan sumber daya air di
kawasan suaka alam dan kawasan
pelestarian alam serta melakukan
kegiatan pelaksanaan konstruksi
prasarana sumber daya air dan
nonkonstruksi pada sumber air tanpa
memperoleh izin dari pemerintah pusat
atau pemerintah daerah dan bentuk
tindak pidana lainnya sebagaimana diatur

32Galih Puji Mulyono.Perlindungan Hukum Terhadap Tata
Penglolaan Air di Indonesia. Jurnal Cakrawala Hukum,
Volume 10 No. 1 Juni 2019 ISSN PRINT 2356-4962 ISSN
ONLINE 2598-6538. him. 24-25
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dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2019 tentang Sumber Daya Air.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
Tentang Sumber Daya Air, berupa pidana
penjara dan pidana denda. Dalam hal
tindak pidana sumber daya air terbukti
secara sah menurut peraturan
perundang-undangan vyang  berlaku
dilakukan oleh badan usaha, pidana
dikenakan terhadap badan usaha,
pemberi perintah untuk melakukan
tindak pidana, dan/ atau pimpinan badan
usaha yang bersangkutan. Pidana yang
dikenakan terhadap badan usaha berupa:
pidana denda terhadap badan usaha
sebesar dua kali pidana denda. Pidana
penjara terhadap pemberi perintah untuk
melakukan tindak pidana dan/ atau
pimpinan badan usaha yang lamanya
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Sumber Daya Air.

B. Saran

1. Pencegahan agar tindak pidana sumber
daya air tidak terjadi maka diperlukan
upaya pengawasan pengelolaan sumber
daya air dilakukan yang dilakukan oleh
pemerintah pusat dan/ atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya
terhadap pengelolaan sumber daya air.
Pengawasan pengelolaan sumber daya
air dapat dilakukan dengan melibatkan
peran masyarakat.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019
Tentang Sumber Daya Air berupa pidana
penjara dan pidana denda sesuai dengan
perbuatan yang telah terbukti secara sah
dilakukan oleh pelaku tindak pidana perlu
diterapkan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan untuk
memberikan efek jera terhadap pelaku
tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain
dapat dijadikan suatu peringatan untuk
tidak melakukan perbuatan pidana yang
sama sebagai upaya pencegahan
terjadinya kembali tindak pidana.
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